


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomo 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 No mor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 615); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1536, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98); 

 

 

 

 

 

 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 86); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah 

Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 

2020 Nomor 680); 

18. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar 

Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749); 

19. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  Serta  Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak 

Tahun 2021 Nomor 769); 
 

20. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

 

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN             

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS 

PEMBERDAYAANAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 

KABUPATEN LANDAKK TAHUN 2024 

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. 



KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa  Kabupaten Landak meliputi ruang 

lingkup pelayanan : 

1. Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 

2. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa; 

3. Pelayanan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa; 

4. Pelayanan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa; 

5. Pelayanan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

6. Pelayanan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa. 

7. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan RKP Desa dan 

RPJM Desa; 

8. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan APB Desa; 

9. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan dan Pelaporan 

Keuangan Desa; 

10. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pengimputan APB Desa ke 

dalam aplikasi SISKEUDES; 

11. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pengelolaan Aset Desa dan 

Penggunaan aplikasi SIPADES; 

12. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pencairan Dana Desa, ADD 

dan BPHPRB; 

13. Pelayanan Rekomendasi Kredit Kapuas bagi Kepala Desa. 

14. Pelayanan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan; 

15. Pelayanan Fasilitasi Perkembangan Desa dan lomba desa/kelurahan; 

16. Pelayanan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

17. Pelayanan Pendampingan Desa Tertinggal; 

18. Pelayanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa; 

19. Pelayanan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna. 

20. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi 

21. Pelayanan Penyediaan Narasumber. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 400.3 /            /DPMPD-A 
TENTANG 
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK TAHUN 
2024 

 
STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK 

TAHUN 2024 
 

 

 

1. Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa 

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 
b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Penyelenggaraan dari Bidang 

Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas 
Aparatur Desa. 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 



 a. dilakukan melalui :   

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 
3)   Whatshap  :  085245632200/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  Pengguna 

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 
 

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat  dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. pabilAa terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

2. Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Fasilitasi dari Bidang 
Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085245632200/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  Pengguna 

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 
 

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

3. Pelayanan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

 
Service Delivery 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 
b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

 

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Fasilitasi dari Bidang 
Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Desa. 
3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085245632200/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  Pengguna 

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 
 

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja;  

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

4. Pelayanan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 

Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas 
Aparatur Desa, atau Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset 

Desa atau Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan 
Kerjasama Desa. 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 
3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  Pengguna 

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 
 

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja;  

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya,  



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

5. Pelayanan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 
b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 

c. Menerima informasi dari petugas; 
d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 

Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas 
Aparatur Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 
3)   Whatshap  :  085245632200/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  Pengguna 

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 
 

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja;  

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

6. Pelayanan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan 

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 
Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Desa 
3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085245632200/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

 

7.   Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan RKP Desa dan RPJM Desa  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 
b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 

Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan RKP Desa dan RPJM Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 
3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

 

8. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan APB Desa 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 
b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 

Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan APB Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 
3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

 
 

9. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Desa  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 
Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 

Desa 
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

 
 

10. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pengimputan APB Desa ke dalam aplikasi 
SISKEUDES  

 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 
Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Penyusunan RKP Desa dan RPJM Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 
3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

11. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pengelolaan Aset Desa dan Penggunaan aplikasi 
SIPADES 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan 

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 
Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pengelolaan Aset Desa dan Penggunaan 

aplikasi SIPADES 
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

12. Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pencairan Dana Desa, ADD dan BPHPRB   
Service Delivery 

 
1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Asistensi dari Bidang 
Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Konsultasi dan Asitensi Pencairan Dana Desa, ADD dan BPHPRB 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

13. Pelayanan Rekomendasi Kredit Kapuas bagi Kepala Desa  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Rekomendasi dari Bidang 
Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Rekomendasi Kredit Kapuas bagi Kepala Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  085246545507/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

14. Pelayanan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Fasilitasi dari Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  081251672299/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

15. Pelayanan Fasilitasi Perkembangan Desa dan lomba desa/kelurahan  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Fasilitasi dari Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Perkembangan Desa dan lomba desa/kelurahan 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  081251672299/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

16. Pelayanan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Pendampingan dari Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  081251672299/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

17. Pelayanan Pendampingan Desa Tertinggal  
Service Delivery 

 
1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Pendampingan dari Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Pendampingan Desa Tertinggal 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  081251672299/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, 
ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

18. Pelayanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Pendampingan  dari Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  081251672299/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

19. Pelayanan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna  

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Dokumen/berkas pendukung; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  

Tamu/  
Petugas Menerima 

Pengguna 
Informasi layanan 

Layanan  

 
Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 
c. Menerima informasi dari petugas; 

d. Menerima layanan konsultasi dan Fasilitasi dari Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa 

3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 Administrasi : 15 menit 
Konsultasi : sesuai materi konsultasi 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Pelayanan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  081251672299/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

  

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 

http://www.lapor.go.id/


 c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

 

Manufacturing 

 
1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, meja layanan pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, wifi publik. 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan konsultasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, 
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 

4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah 
 3 (tiga) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan 
seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan
yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan 
sanksi,yaitu mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis  dan  
seterusnya, 



 sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik. 
 

20. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 a. Surat Tugas; 

b. Surat permintaan data, laporan, informasi; 
c. Tanda pengenal/identitas. 

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 

  
Tamu/Pengguna Petugas Menerima layanan 

layanan Informasi Permintaan 

Data/Informasi 
 

Prosedur : 
a. Tamu/Pengguna layanan menuju ke Petugas Informasi; 

b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan 
data/informasi; 

c. Menyampaikan surat permintaan data, laporan, informasi; 
d. Menerima data/informasi. 

3. Jangka waktu Penyelesaian 
 3 (tiga) hari 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Data, Laporan, Informasi 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 

 a. dilakukan melalui :   
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3)   Whatshap  :  082351139852/0895336041374/081257186999; 

6) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 

7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id). 
 

b. Alur Penanganan Pengaduan : 
  Pengguna 

Pengguna Layanan 
Pejabat pengelola  Tim  

layanan 

menyampaikan aduan  
pengaduan pengelola menerima 

secara 
menerima aduan  pengaduan  jawaban 

lisan/telepon/tertulis pengaduan 
 

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 
14 hari kerja;  

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan 
pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


 

Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 
Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang 
pengaduan, ruang layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, WIFI publik; 
d. cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 
Data,Laporan dan Informasi; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, 

adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung 

jawab. 
4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 

b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah Pelaksana 
 4 (empat) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang 
dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, 
yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, 
sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlalu. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan 
jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana 
prasarana yang berlaku. 



8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

 a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kadis, Sekretaris, kabid, 
Kasubbag, JFtertentu dan Pelaksana Pelayanan minimal 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; 

c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk 
perbaikan, dan meningkatkan kinerja
pelayanan dan kualitas pelayanan 
publik. 

 

21. Pelayanan Penyediaan Narasumber 
 

Service Delivery 
 

1. Persyaratan 

 Surat permintaan atau permohonan penyediaan 
narasumber/asistensi/bimbingan teknis 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

  
Tamu/Pengguna  Petugas Petugas pada  Menerima 

Layanan Informasi/TU  Bagian        fasilitasi 
audiensi 

 

Prosedur : 
a. Tamu/pengguna layanan menuju ke Petugas Informasi atau 

Tata Usaha; 
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; 

c. Menyerahkan surat permintaan
penyediaan narasumber/asisten/bimbingan teknis; 

d. Menerima surat jawaban kesediaan dan jadwal 

narasumber/asistensi/bimbingan teknis. 
3. Jangka Waktu Penyelesaian 

 3 (tiga) hari 

4. Biaya (tarif) 
 Gratis 

5. Produk Pelayanan 
 Surat Kesediaan narasumber/asistensi/bimbingan teknis 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 



 a. Dapat dilakukan melalui : 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan 
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan 
3) Whatshap  :  082351139852/0895336041374/081257186999; 

4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id 
5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) 

 
b. Alur Penanganan Pengaduan : 

 
Pengguna 

layanan Pejabat pengelola Tim pengelola Pengguna 
menyampaikan pengaduan pengaduan layanan 
aduan secara menerima aduan menerima 
lisan/telepon/ jawaban 

tertulis pengaduan 

 
c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar  pengawasan, selambat-
lambatnya 14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan

 memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja. 

http://www.lapor.go.id/


Manufacturing 
 

1. Dasar Hukum 

 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Landak; 

d. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten 
Landak; 

e. Peraturan   Bupati    Landak    Nomor    49    Tahun    2021    tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi  Serta  Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 

 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang pengaduan, ruang 
layanan informasi, toilet; 

b. Tempat parkir; 
c. Komputer, WIFI publik; 
d. Cctv 

3. Kompetensi Pelaksana 

 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
 pelayanan  penyediaan narasumber; 

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan
 perundang- undangan yang terkait; 

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, 

adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung 

jawab. 
4. Pengawasan Internal 

 a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; 
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; 
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

5. Jumlah Pelaksana 
 2 (dua) orang 

6. Jaminan Pelayanan 

 a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang 
dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, 
yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, 
sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlalu. 

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

 a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan
 dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan 
jaminina keamanan dan keselamatan sesuai standar
 sarana 
prasarana yang berlaku. 




